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ABSTRAK 

 

Pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagai daerah yang diberikan 

wewenang daerah otonom, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan membuat kebijakan untuk menjaga 

pelestarian Lingkungan hidup akibat pendirian pembangunan industri, penegakan 

Peraturan Perundang-undangan terkait Lingkungan hidup dan industri serta proses 

perizinan sampai tahap pengawasan masih belum sepenuhnya menjadi 

kewenangan pemerintah daerah, oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan judul 

Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten/ kota atas izin lingkungan hidup untuk 

pendirian industri dengan mengangkat masalah, Pertama Bagaimana kebijakan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam terciptanya 

pembangunan industri yang kondusif dan memperhatikan lingkungan hidup ?. 

Kedua Bagaimana izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten/ Kota  untuk berdirinya pembangunan industri ? 

Penelitiaan ini Penulis akan mengkaji  mengunakan metode Penelitihan 

Hukum Normatif (yuridis normative) yakni bagaimana Hukum di gunakan untuk 

di jadikan istrumen penegakan dan penerapan mekanisme proses perizinan, 

pengawasan dan penindakan sampai pada memberikan Sanksi Hukum. Data 

penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Bahan Primer meliputi dari 

refensi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan 

menteri dan Data Sekunder meliputi Buku-buku, Jurnal, dokumen resmi, internet 

dan bahan kepustakaan yang lainya yang berhubungan dengan perizinan 

lingkungan hidup dalam pembangunan industri. 

Hasil Peneletian ini menghasilkan bahwa untuk mengkaji dan mengetahui 

ketentuan hukum Perundang-Undangan dengan kebijakan Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat dalam membuat keputusan mengeluarkan 

izin Lingkungan dalam pembangunan industri sesuai dengan ketentuan otonomi 

daerah karena dalam mengambil keputusan perizinan lingkungan masih dikelolah 

oleh pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup. Otonomi Daerah 

masih belum memberikan kewenangan mutlak bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota serta kewenangan untuk membuat Kebijakan terhadap sanksi 

atau pencabutan izin bagi Perusahaan yang tidak menerapkan peraturan yang 

berlaku. Penelitian ini juga Memberikan pemahaman tentang sanksi Administrasi, 

Perdata, dan Pidana. Gugatan melalui Pengadilan, diluar Pengadilan. 
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ABSTRACK 

 

Regency/city regional government as a region that is given autonomous 

regional authority, has the right, authority and obligation to regulate and manage 

government affairs and the interests of the community in accordance with 

statutory regulations. The authority to make policies to maintain environmental 

preservation as a result of the establishment of industrial development, 

enforcement of laws and regulations related to the environment and industry as 

well as the licensing process up to the monitoring stage is still not fully under the 

authority of the regional government, therefore this research was made under the 

title Regency/Regency Government Policy. the city for environmental permits for 

industrial establishment by raising the issue, First, what are the district/municipal 

government policies implemented in creating conducive industrial development 

and paying attention to the environment? Second, what about the environmental 

permit granted by the regency/municipal government for the establishment of 

industrial development? 

In this research, the author will examine using the Normative Legal 

Research method (normative juridical), namely how the law is used to be used as 

an instrument for enforcement and the application of mechanisms for the licensing 

process, supervision and enforcement up to giving legal sanctions. The research 

data includes primary and secondary data. Primary Material includes references to 

Legislation, Government Regulations and ministerial regulations and Secondary 

Data includes books, journals, official documents, internet and other library 

materials related to environmental permits in industrial development. 

The results of this research resulted in that to study and find out the legal 

provisions of laws and regulations with the policies of the Regency/City regional 

government and the central government in making decisions on issuing 

environmental permits in industrial development in accordance with the 

provisions of regional autonomy because environmental licensing decisions are 

still managed by the central government through Ministry of Environment. 

Regional Autonomy still does not give absolute authority to Regency/City 

Regional Governments as well as the authority to make policies against sanctions 

or revocation of permits for companies that do not implement applicable 

regulations. This research also provides an understanding of Administrative, Civil 

and Criminal sanctions. Lawsuit through the Court, outside the Court. 

 

 

 

 

Keywords: Local government policies, environmental permits, industrial 

development 

 

 

 

ix



 
 

 


